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dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu rnenetapkan

Peraturan Walisote tentang Perekaman Data Transaksi
Usaha pada Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan dan Pajak Parkir Oi Kota Bima;
I. Ondang-undangNomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan 8eba. dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotism. (Lembaran Negara
Republil< Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan
Lemharan Negar•. Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Peml:>entukan KOla Sirna di Provinei Nusa Tenggara Barat

Mengingat

sebagaimanapertimbanganberdasarkan

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan

penerimaan Pajak Daerah perlu penguatan atas
pengawasan Pajak Daerah;

b. bahwa salah satu upaya penguatan pengawasan pajak
daerah adalab dengan melakukan Perekaman Data

Transaksi usaha pada wajib pajak;

WALIKOTA BIMA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

P!;;REKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK

RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR OJKOTA BIMA

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA 8IM ....\

NOMOR 5 TAHUN 2021

WALIKOTA B1MA

PROV1NSINUSA TENOOARA BARAT



(Lembornn Ncgara Rcpublik .lndcneete'rabun 2002 N'omor

2(>. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 41881;

3. Undang-undang Nomor 14 Tallun 2002 tentang

Pengadltan Pajak [Lembaran Negam Rcpublik Indonesia

Tabun 2002 Nomor 27, Tarnbahan Lembaran Negara

RepubUkIndonesia Nemer 41891;

4. Undang-undang Nomor 33 Tshun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemenntsh Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 12(>,Tambahan Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Nomor 44381;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Dacrab dan Retribusi Daerah [Lembaran NegaraRepublik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran

Negars Republik Indonesia Nomor 50491 sebagaimana

tetah diubah dengan Undang-undang nomor I J Tabun

2020 tentang ctpta Kerja (Lembamn Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 nomor 245. Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor (573):

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20J 1 [entang

Pembenrukan Peraluran Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tarnbahan

Lembaran Nergara Repub1ik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubab dengan Undang-undang Nomor

IS Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndoneaia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63981;

7. uedang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negars Repubtik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali rerakhir dengan Uodang-undeng Nomor I I

Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara

RepubUk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 'Tambahan

Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 65731;



8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pernerintahan (lcmbaran Neg.,·a RepubJik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan tembaran

Negara Republik Ind.oncsia Nomor 560 I) sebagaimana
telah dill bah dengan Undang-undang Nomor II Tahun
2020 tentang cipta kerja [Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerimah

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif

Pcmungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119);

II. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

xetenruan Vmum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20 I6 Nomor 244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemer 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nemer 12 Tahun 2019 tentang
Pengetolaao Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2019 NomoI' 42. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322);

14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010

ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KOla B;ma
[Lernbaran Daerah Kota Bima Tahun 20 I0 Nomor I 12);

15. Peraturan Walikota Bima NomoI' 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tala Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEREKAMAN DATA

TRANSAKSI USAHA PADA WAJ1B PAJAK HOTEL, PAJAK

RE$TORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKlR 01 KOTA

SIMA.

MEMUTU$KAN:

(Benta oaerab Kota Binla Tabun 2016 Nemer 318)

scbagairnana tclah diubah bebcrapa kali tcrakhir dengan
Peraturan Walikota Bima Nomor 24 Tabun 2019 rentang

Perubehan Kedua Alas Peraruran Walikota Bima Nomor

60Tahun 2016 len tang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungal serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Berita Daerah Kota Bima
'rabun 2019 Nomor 480);

16. Peraturan Walikota Bima Nomor 6 Tahun 2017 tenrang

Standar OperasionaJ Prosedur Pemungutan Pajak
Restoran [Berita Daerah kota Sima Tabun 2017 Nomor

335);

17. Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

[Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nemer 336);
18. Peraturan Walikola Bima Nemer 8 Tahun 2017 tentang

Standar Opcrasional Prosedur Pemungutan Pajak

Hiburan [Berita Daerab Kota Bima Tabun 2017 Nomor

337);

19. Peraturan WaJikota Bima NomoI' 50 Tahun 2018 tentang

Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Parkir

[Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 443);



menyelenggarakan usaha restoran unruk dan atas namanya sendiri atau

untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya,
8. Pajak Hotel adalah pajak atas Pelayanan Hotel.

9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapanj peristirahatan tennasuk
jasa terkait lainnya dengan clipungut bayaran, yang mencakup juga
motel, Icemen, gubuk pari ....·l8ata, wiema peristirahatan, pesanggerahan,
rumah penginapan, apartemen, kondominium dan sejenisnya, serta

rumah kos yang rnenyediakan.
10. Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau badan yang menyeJenggarakan

usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama
pihak lain yang menjadi tanggungannya,

11. Pajak Hiburan adalah pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
12. Hiburan adaJah sernua jenis tontonan, pertunjukan. permainan dan atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pengusaha Htbura» adalah orang pribadi arau badan yang melakukan

usaba di bidang Hiburan.

14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suaru kendaraan yang tidak
oorsjfar semen tara.

15. Pajak Parkir adalab pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

badan yang7. Pengusaha Restoran adaJah Perorangan atau

Dalam Pcraruran Walikota ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalab Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerinrahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemer+ntaban
yang rnenjadi kewenangan daerah otonom,

3. lI'alikola adaJah WaJikola Bima.

4. Pajak Daerah adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah, rnenurut Undang-undang dan peraturan daerah.

5. Pajak Restoran adalah pajak alas Pelayanan Rest.oran.

(>. Restoran adaJab [asilicas peoyedia makanan darr/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang rnencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, cafe, bar, jasa boga dan sejenisnya.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal I



23. Bendahara Penerimaan, yang disingkat BP adalah bendahara khusus
penerima pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor
oleh wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

24. Pejabat adaJah Pegawaiyang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.

25. Penanggung Pajak adatah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pernbayaran pajak termasuk wakil yang menialankan hak dan
memenuhi kewejiban-kewajiben pajak menurut ketentuan Perundang
undangan perpajakan.

maupun yang disediakan sebagst suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor .
.I6. Pengusaha Pajak Parkir adalab badan yang menyelenggarakan usaha.

parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak

lam yang menjadi tanggungannya.
17. Kas Daerab adalah Kas Daerah Kota Bima.
18. Badan adaJah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha rnaupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaba MilikNegara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma] kongsi, koperasi, dana pension,
persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang aejenis, Iembaga, bentuk usaha tetap, dan
bentuk badan lainnya.

19. Masa Pajak adaJah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 [satu]

bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

20. Tahun Pajak adatah jangka wakru yang lamanya 1 (satu) tahun kalender

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sam" dengan
tahun takwim.

21. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saar,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak
menurut ketentuan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjut.nya
disingkat BPKADadalab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Birna.



26. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak melunaei utang pajak daerah dan biaya penagihan
pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melekeanakan

penagihan seketika dan sekaligus, rnemberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegaban. melaksanakan penyitaan, rnelaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

27. Penyitaan adalah tindakan jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jarninan untuk melunasi
utang pajak menurut peraturan Perundeng-undengan.

28. Utang Pajak adalah pajak yang masih barns dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan. yang tercantum dalam

surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketetuan
peraturan Perundang-undangan perpajakan.

29. Sural Teguran, Sural Peringatan atau sural lain yang sejenis adalah
surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk rnenegur atau rnemperingatkan

kepada Wajib Pajak unruk melunasi utang pajaknya
30. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang

dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuhternpo pembayaran yang mcliputi seluruh utang
pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tabun pajak.

3L Surat Paksa adalah surat perintah membayar utaug pajak dan biaya
penagihan pajak.

32. Pembayaranadalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima

alas pelayanan sebagai pembararan yang dilakukan oleh pengunjung
kepada restoran,

33. Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima adalah harga jual
makanan atau minuman daJam hal voucher atau bentuk Jain yang
diberikan secara cuma-curna.

34. Surat Pemberitabuan Pajak Daerah, yang selanjutnya diaingkat SPTPO
adalah sural yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan
objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan perpajakan Oaerah.
35. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkst SSPO adalah

bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakuksn dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Oaerab melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oteh Kepala Daerah.



JrV

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat
Ketetapan yangmenentukan besamya jumlah pajak yang terutang.

37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang setaniutnya disingkat STPD. adalah
Surat untuk metakukan tagihan pajak danj atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda.
38. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan

kewajtban perpajakan daerah dan menegakkan pelaksanaan ketentuan
peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

39. 11m Pengawas adalah tim yang mernpunyai tugas melaksanakan
pengawasan dalarn pernenuhan kewajiban perpajakan daerah.

40. Berita Acara hasil Pengawasan adalah kumpuJao pernyataen Wajib Pajak

atau Penanggung Pajak yang menerima dan atau menolak seluruh
prosedur Pengawasan.

4.l, Pemeriksaan adaJah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan daerah dan untuk

tujuan lain dalam rangka rnelaksanakan ketentuan peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah.

42. Tim Pemeriksa adaJah yang mempunyai tugas melaksanakan
perneriksaan guna menguji kepatuhan pernenuhan kewajiban perpajakan

daerah.

43. Berita Acara Hasit Pemeriksaan adalah kumpulan pemyataan wajib pajak
atau penanggung pajak yang menerima dan atau menolak seluruh

prosedur pemeriksaan.
44. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan duempar usaha maupun

kantor wajib pajak atau penanggung Pajak yang meliputi selurub jenis
pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun-tahun sebelurnnya yang
dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim
digunakan dalam pemeriksaan pads. umumnya.

45. Pengadilan Pajak adaJah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman bag; Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang meneari

Keadilan terhadap sengketa pajak.
46. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah Sural

Perintah yang diberikan kepada petugas pemeriksa untuk melaksanakan

tugas pemeriksaan.



(11 Dalam rangka mengawasi pelaporan data transakei usaha Wajib Pajak,
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal In; kepala badan
berwenang mengetahui data rransakei usaha yang dirniliki oleh Waj;b
P'ljak.

(2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data
transaksl usana yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Hotel,
Pajak Restoran. Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

(3) Data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat [I], merupakan data transakst pembayaran yang dilakukan

oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib Pajak alas petayanan di
hotel, di restoran, ditempat hiburan dan ternpat penyelenggaraan parkir
di luar badan jalan.

(41 Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (31,meliputi:
a. pajak hotel. yaitu :

1. pembayaran sewa kamar (room c/lar9~;

2. _pembayaran makanan dan minuman (food and t>e'Jeroge}i
3. pembayaran jasa penunjang untuk:

ajlaundryj'pelayanan cue; dan seterika;

bl telepon, faksimili. internet. teleks dan fotokopi;
c) rransportast yang dikelola hotel atau yang di keijasamakan oleh

hotel deogan pihak lain; dan Zatau

d) pernbayaran service charge.

4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang
disediakan hotel,

5. banquet, berupa :
a) peraewaan ruang rapat; dan/ atau
bl ruang perternuan.

6, potongan harga / voucher / diskon / promo yang diberikan

JrV

Pasal2

BAB 11

PE:RgKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA

Bagial) Kesatu
Data Transaksi Usaha

47. Lapcran Haeil Perneriksaan ynng selanju tnya dieingkar LHP adalah

laporan yang dibuat oleh petugas perneriksa sebagai hasil dan
pemeriksaan yang dilakukan.



kepada penerima jase hotel.
I), pajak restoran, yaitu :

I. pembayaran rnakanan dan minurnan yang dikonsurnsi oleh
pembeli, balk dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat

lain termasu k Iau k pauk, nasi kotak, nasi bungkus (Ian makanan
lain yang dibungkus ; dikotak ; dipaket / dibawa puJang atau
dikirimkan langsung melaJui jasa pengiriman;

2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau pertemuan pada
restoran:

3. pembayaran seroice charqe;

4. potongan harga / voucher ; diskon / promo yang diberikan
kepada penerima jasa restoran,

c. pajak hiburan, yaitu ;
1. pembayaran $C\Va ruangan;

2. harga tandamasuk/karcia/ttket masuk,dan sejenisnya;
3. members/lip /kanu anggota, dan sejenisnya;
4. pembayaran makanan dan rninuman (food and beverage);

5. pembayaran sewa meja [Karaoke], sewa permainan, sewa kartu
(Bilyard, Bowling, Ketangkasan], terapms charge, cover charge,

member charye (Panti pijat dan Jain-Jain);
6, _pembayaran service cllarge-;

7. potongan harga ; voucher ; dlskon / promo yang diberikan
kepada penerima jasa biburan

d. pajak parkir, yaitu :

I. tiket masuk / karcis ; smart card. pada pint" masuk ; keluar:
2. like, masuk/karcis/smaTt card meJalui aplikasi online;

3. pernbayaran penggunaan satuan ruang ; area parkir untuk
pelayanan uallet; dan

4. pembayaran bertangganan dalarn bentuk :
a) Sticker,

b) Member Card; dan

c) Smartcard dan; atau sejenisnya.



(I) Sistem pengawasan pclaporan data transaksi usaba Wajib Pajak dengan
menggunakan SPTPD, sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 aya; (I)

dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah
Pemerintah dengan menggunakan alat atau sistem perekam data
transaksi usaha.

(2) Alat atau sistem perekam daw rransaksi ueehe ..,be.gaimana dimaksud
pada ayat (1), merekam sefiap transaksi pembayaran pada sistem yang
dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 ayat (3)

dalam masa pajak.

(3) Alat atau sietern pcrekam data transaksi usana sebagaimana dlmaksud
pada ayat (2), merekarn hasi1 penerimaan jumlah pembayaran usaha

Wajlb Pajak secara harian dan besarnya pajak terulang.
(4) Apabila sistem uansaksi pembayaran yang dim.hk. oien Wajib Pajak

sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak HoteL Pajak
Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak ParlOryang terutang, maka a1at atau
sistem perekam data trenseks! usaha merekam:
II. basil penerimaan jumlah pembayaran (ornzet] usaha sebelum pajak;

dan
b. penghitungan jumlah pajak yang teru tang berdasarkan pemUah

dimaksud.

(5) Apabila sistem transaksl pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak
sebagairnana dimaksud pada ayat (2). belum memilah Po\j8k Hotel. Pajak

Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. moka alat atau sistem
perekam data transalcsi usaha merekam:
a. basil penerimaan jumtah pernbayaran (0=1) termasuk pajak; dan
1>. penghirungan jumlah pajak yang terutang dart pembayaran (omzet]

terrnasuk pajak tersebu t.

(6) Untuk memUah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (41 dan menghilung besarnya pajak terutang sebagaimana

dimaksud pada "Yol (5). dilakukan dengan cara mengalikan dasar
pengenaan pajak dengan tan! Pajak sesuai dengsn ketentuan peraturan
Perundang-uodangon.

Pasal3

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha



(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan data transaksi usaha Wajib
Pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayal (I) dan penyajian
perekaman data melalui Sistem ;.\1onitoring Device Bcrbasla Web
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (II. Walikota menunjuk
bank sebagai pelaksana operasional pernasangan dan perneliharaan

ststem perekaman data transaksi usaha secara online.
(2) Pelakaanaan operasional sistem perekaman data rransaksi usaha secara

online oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
rnelalui Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah.

PasaJ 5

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Sama

BAB IU

PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM PEREKAMAN DATA

TRANSAK$I U$AHA WAJIl3 PAJAK SECARA ONLINE

(1) Perekaman data transaksi usaba dan pembayaran pajak terutang
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, dimonitor oleh W.jib Pajak dan
pcjabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Sistem
MonitoriTlg Device Berbasis Web.

(2) Ala! yang dipasang pada usaha Wajib Pajak melatut Sistem M·ollitorillg

Device Berbasis Web sebagairnana dimaksud ayat (I) dengan

menggunakan alat pemantau dan perekam data rransaksi usaha.
(3) Penyajian Sistem Monitoring Devioe 6erbasis Web sebagaimana

dimaksud oada ayat (I) bersifar rahasia dan hanya dapat diketahui oleh

Wajib Pajak dan Pejabat pada BadQJ1Pengelolaan Keuangan dan Agel

Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
(4) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan

kerahastaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal4

Bagian Ketiga

Sistem Monitoring Device Berbasis Web



(1.1 Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak
Parkir terutang dilakukan melalui transfer secara langsung ke rekentng

Kas Daerah dan/atau melaJui petugas pajak pada kantor Badan

j tV

Pasa! 7

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak

BABIV

PEMBAYARANPAJAKTERUTANG DAN I'el-APORAN PAJAK

(I) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasa!
5 ayat (2). bank menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi

usaha pada usaha milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasa! 3 ayat (II dan menyediakan Sistem Moniwrillg Device Berbasis
IVeb sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 4.

(2) Penempatan alaI atau sistem perekam data transaksi usaha

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1). dilaksanakan cleh bank dengan

didampingi petugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kota Bima.

(3) Biaya pengadaan dan/stau perawatan alat atau sistem perekam data
transaksi usaha dan Sistem Mo,ritorV>g Device Berbasis Web

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1.1, dibebankan kepada Bank.

Pasa!6

Bagian Kedua

Penempatan Alat atau Sistem Perekarn Data Transaksi Usaha Mclalui Sistem

Monitoring Device Berbasis IVeb

(3) Perjanjian kerja sarna sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), paling
sedikit mengatur:
a. jenis pelayanan:
b. kewajlban;
c. jangka waktu kcrjaeama.
d. pcmasangan dan oerawaean alae perekam data transaksl usaha;

e. pengakhiran kerjasarna;

f. keadaaan memaksa; dan

g. tara cara penyelesaian perselisihan.



(I) Dalam pelaksanaan sistem perekaman data transaksi usaha melaJui

Pasal 9

BABV
HAl< DAN KEWAJLBAN

{II Pelaporan pajak terutang datam masa pajak dilaksanakan dengan
menggunakan SPTPDdan disarnpaikan paling lambat setiap tanggal 15
bulan berikutnya.

(2) Apabila penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayal (I) jaruh

pada hari libur, penyampaian SPTPDdilakukan pada I (satu) han kerja
setelah han libur,

(3) Penyampaian SPTPDdilakukan oleh Wajib Pajak.
(4) Apabila Wajib Pajak dalarn jangka waktu pelaporan tidak metakeanakan

pelaporan pajak terutang, maka untuk pajak terutang akan ditetapkan
secara jabatan,

(5) DaJam haJ terjadi perbedaan data penjuaJan/omzet yang menjadi dasar
perhitungan besaran pajak dengan SPTPDmall pun dengan laporan data

transaski usaha yang dimiJiki sendiri oJeh Wajib Pajak, BKD meJakukan
pemanggilan untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak yang
bersangkutan.

(6) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib
Pajak menyampaikan data penjualanj'omzet yang sebenamya deogao

buktt atau data pendukung yang dituangkan dalarn Sural Pemyataan
PerbedaanData Penjualarr/ OmzerWajib Pajak.

(7) Format Surat Pemyataan Perbedaan Data PenjuaJan/Omzet Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercanrum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisabkan dan Peraturan walikota ini

Pasa! a

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerinrah KOla Birna

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
(2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagairnana dimaksud pada ayat

(1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekarn data transaksi
usaha sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3. ayat (2).



Sistem MOnitoring DeVlOllBerbasls Web,Wajib Pajak wajib untuk:
a. memberikan in(Otm881 mengenai meTk/tipe_, system informasi data

transaksi, jumlah perangkai dan system, serta informasi lain yang

terkait dengan proses pemasangan alat perkam data transaksi usaha
secara online yang dimilild wajib pajak;

b. memasukkanymcnglnput data setiap lransaksi pembayaran yang
sebenarnya dari konsumen/subjek pajak eesuas dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

c. menjaga dan mernellhara dengan baik alat atau ststem perekam data
transaksi usaha yang dltempatkan di usaha waJlb pajak;

d. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualsn (bill).harga tanda
masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling slngkat 5 (lima) tahun:

dan
e. melaporkan alat atau ststern perekarn data transaks! usaha yang

mengalami kerusakan pada saar tetjadinya kerusakan pada BPKAD
dalam jangka waktu paling lama 1:'<24[saru kali dua puluh empar] jam.

(2) Wl\lib Pajak berhak:
a. memperoleb pembebasan dan kewajiban menyampaikan tampiran

sebagaimana ditetapkan daJam ketentuan peraruran Perundang

undangan. antara Jain:
1. laporan penerirnaan bulanan; dan
2. rekapitulasi bon penjualan, harga tanda masuk / tiket / karcis;

b. mernperoleh fasilitas Sistern Monitoring Device Berbasis Web;dan

c. memperoleh kemudahan fasili.as lainnya sesuai kebijakan bank.
(3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daemh wajib:

a. merahasiakan atas setiap transaksi usaha wajib pajak;
b. melakukan rindakan administrasi pemunguten perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang
perpajakan, apabila wajib pajak melakukan kerusakan alat atau
atstem perekarn data transaksi usaha sehingga tidak berfungsinya
sietem perekaman data transaksi secara online; dan

c. menyimpan data transaksl usaha wajib pajak pada dambose pajak
untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

(4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase. Daerah berhak-
a. mendapatkan rekapirulasi data wajib pajak yang melakukan sistem

perekaman data 1ranst\ksi usaha secara online dan bank;
b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk

Ii tV



(5)

BABVI
SANKS)

Pasal 11
(II Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal9 ayat (I) dikenakan

sanksi berupa :
a. Sanksi administratif; dan/atau
b. Sanksi pidana

(2) BPKADmemberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayar (I) huruf a berupa pemberian teguran tertutis kesatu, kedua, sampai
dengan ketiga dengan tenggang waktU mesing-maeing 7 (tujuh) hari

kalender.
(3) Apabita tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada han libur, maka tenggang waktu
pemberian reguran tertuus jaruh pada I (saru] hari kerja bertkumya.

(4) Dalam bal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran dimaksud pada
ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkab sebagai berikut ;
a, Melakukan koordinasi antara BPKADbersama Organisaso Perangkat

Daerah terkait:
b. Berdasarkan koordinasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf

a, maka BPKAD bersama Organisasi Perangkat Daerah terkair
melakukan tindakan berupa :

I) Penutupan semen tara kegiatan usaha: dan/ atau
2) Penutupan kegiatan usaha dan pencabu tan izin usaha.

Sanksi pidana yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagimana dimaksud

JrV

(I) Semua Wajib Pajak w8Jib mengikuti dan mendukung program sistem
perekaman data transaksi usaha secara orllitte.

(2) Wajib Pajak harus bersedia untuk ditempatkan alat atau sistem

perekaman data transaksi UsaJ18 pada tempat usana miliknya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasa! 10

masing-masing jenis pajak dati Wajib Pajak;

c. mendapatkan Japoran rincian data pembayaran pajak unuik rnaaing
masing wajib pajak per jenis pajak; dan

d. memonttor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui
Sist.em MonitoriJ>g Device Berbasis Web dan bank.



(2) Terhadap Wajib Pajak yang sudan terpasang alat atau sistem perekam
data transakai usaha namun dalam waktu 7 (tujuh) han belum
tertntegrasi dengan ststem yang d.iJnilild Wajib Pajak karena permintaan

Wajib Pajak, akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut:

ltV

(1) Terbadap Wajib Pajak yang menolak untuk dipasang dan diterapkan
sistem perekaman data transaksi usaha secara online.. akan dikenakan
sanksi dengan tahapan eebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang menolak dilakukannya pemasangan dan pemakaian
jaringan, perangkat dell sistem informasi untuk penerapan sistem
perekam (lata transaksi usaba secara online yang .menghubungkan
perangkat ditempat usahanya wajib mebuat Sural Pernyataan

Menolak pemasangan dan/ atau Pemakaian sistem perekarn data
transaksi usaha secara ollline yang ditandatangani oleh Wajib Pajak
diatas materai.

b. Datam hal Wajib Pajak rnenolak mcnandatangani Surat Pernyataan
sebegalamanadimaksud pada huruf a, maka sumt pemyataan
iersebut ditandatangani oleh Tim Pemasangan yang dirunjuk oteh
Kopala BPKADdengan memberikan kererangan bahwa Wajib Pajak
yang bersangkutan menolak menandatangani Surat Pernyataan

Mcnoiak Pemasangan dan/atau Pemakaian sistem perekaman data
iransaksi usaha secara online.

c. Wajib Pajak yang setuju dilakukannya pemasangan dan pernakaian
jaringan, perangkat dan sistem Informaai untuk pcnerapan sistem
perekam data transaksi usaha secara online yang mengbubungkan

perangkat ditempat usahanya wajib mebuat Surat Pemyataan
Persetujuan pernasangan darr/atau Pemakaian sistern perekam data
transaksi usaha secara online yang ditandatangani oleh Wajib Pajak
diatas marerai.

d. Format Sural Pernyataan Menolak Pcmasangan dan/atau Pemakaian
SiSWOl perekaman data transaksi usaha secara online sebagaimana

dimaksud pada huruf a.b dan c tercantum dalam lampiran 11,IJI dan
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan \\'aUkota
111i.

Pasal 12

pada ayal (I) huruf b dan tindakan pencabutan sesuai peraturan

perundang-undangan,



jrV

Pasal 13
(I) AlaS dasar Surat Pernyataan Menolak Pemasangan sistem perekam data

transaksi usaha secara online sebagaimana dlmaksud pada Pasal 12 ayat

(11. maka Tim Pemasangan yang ditunjuk olek Ker)ala BPKADmembuat
Berita Acara PenolaJ<a.n Pcmasangan danratau Pemakaian sistem
perekam data transaksl usaha secara online.

(2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat Ill. maka
dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana dunaksud dalam pasaf

11 ayat (1) huruf a aiaupun dapat langsung dibelikan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam I'asal 11 ayat (I) huruf b.

(3) Format Berita Acara Penolaknn Pemasangan darr/utau Pemakaian ststem

perekam data transaksl usaha secara online eebagaimana dimaksud pada
ayat (I) tercantum dalam Lamptran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Watikota ini.

(4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja mcncabut atau melakukan
perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekornan data [ran sakai
usaha akan dikeneken sanksl berupa pencabutan izIn usahe atau yang
sejenisnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

a, sural teguran;

b. apabila daIam jangl<a waktu 7 (luJuh) hali setelah sural teguran WoJib
Pajak masih betum bersedia dtmtegrast dengan sistem yang dimiliki

Wajib Pajak, akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha atau

yang sejenisnya.
(3) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang

dapat merusak alat perekam data transaksi uscho atau Wejib Pajak yang
lelah mengikuti dan dipasang a1at perekarn ststem perekaman data
rransaksi usaha secara o,llitlB namun masih menAunakan aJat transaksi

lainnya akan dil<enakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hali
itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi halian terbesar pada bulan
hu.
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BERITADAERAH KOTABIMA T,\HUN 202l NOMOR /-.'7

Oiundangkan eli Kota Bima

pada tanggal :J I ."",n' i 202]
SEKRETARISDAERAHKOTA BIMA,

IJ.MUHAMMAD I_UTF'I

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal s' f'<+'~uo" 2021

tWALlKCYrA BIMA, ij"
t..rr

Peraturan Walikota inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan
Peraturan Walikota in; dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kota

Bima.

Pasal IS

Peraturan Walikota ini berlaku terhadap Wajib Pajak yang akan maupun yang
sudah dilakukan pemasangan ala; perekam data transaksi usaha secara
online.

Pasal 14

BABIX

KETENTUAN PENUTUP
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